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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar belakang 

Pelayanan publik ditujukan untuk melayani masyarakat tanpa 

mempersulit administrasi dan birokrasi. Menurut Azwar Abubakar 

selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi dalam Maruti, dkk. (2013,2), terdapat 5 (lima) penghambat 

reformasi birokrasi yaitu, organisasi dan kewenangan belum tepat 

pada sasaran dan fungsinya, pelayanan publik belum memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan masyarakat, budaya kerja dan pola pikir 

belum mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif, 

profesional, dan melayani, peraturan yang tumpang tindih, dan SDM 

aparatur. Pelayanan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena 

masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas dari 

pemerintah. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara 

kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas 

pelayanan yang ingin diterima. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat, pemerintah dituntut memaksimalkan pelayanan publik 

yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. 

Penerapan fungsi pemerintahan yang baik harus mampu bekerja 

secara profesional, aspiratif, dan mempunyai daya tanggap tinggi 

terhadap tuntutan masyarakat yang dilayani sehingga merasa puas. 

Mengukur kepuasan suatu kualitas pelayanan bukan hanya dari pihak 

yang melayani namun juga dari pihak yang menikmati layanan. 

Kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu kualitas layanan. 

Artinya, untuk menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik maka pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan menjadi 

lebih baik, maju, dan modern sehingga dapat mencerminkan 

pelayanan prima.  
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Menurut Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa 

Tengah (Jateng) terdapat 3 (tiga) instansi pelayanan publik yang 

paling banyak dikeluhkan masyarakat salah satunya adalah 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) (berita solopos.com, 2019). Kementerian ATR/BPN 

merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan 

pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan. Pelayanan 

pertanahan di Kantor Pertanahan terdiri dari pelayanan pendaftaran 

tanah pertama kali, pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah, 

pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan, pelayanan 

pengukuran bidang tanah, pelayanan pengaturan dan penataan 

pertanahan. Jumlah layanan di Kantor Pertanahan tergolong banyak 

dan tentunya persyaratan serta prosedur tiap layanan berbeda. 

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan menjadikan 

masyarakat dan mitra kerja ATR/BPN sebagai penerima layanan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesan negatif dari penerima layanan 

terhadap fenomena proses pelayanan di Kantor Pertanahan karena 

masih banyak kekurangan.  

Kesan negatif dari penerima layanan dapat dicontohkan pada 

proses pengurusan sertipikat tanah dan pemeliharaan data pertanahan 

karena pembebanan hak/Hak Tanggungan (HT). Pengurusan sertipikat 

tanah dinilai rumit dan berbelit-belit, mahalnya biaya yang diperlukan 

serta terdapat oknum yang mencari keuntungan. Proses HT yang 

dilaksanakan secara manual yang kemudian disebut HT Konvensional 

dirasa lama akibat berkas permohonan yang hilang atau terselip 

sehingga terkesan mempersulit masyarakat karena harus mengulang 

proses permohonan mulai dari awal. 

Pelaksanaan layanan HT Konvensional di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten dinilai sudah baik (Nofa, 2018). Penilaian tersebut 
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berdasarkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan 

(SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Pemrosesan 

berkas pendaftaran HT di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 

dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu manual dan menggunakan 

aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Cara manual saat 

pengerjaan pencatatan dilaksanakan dengan ditulis di buku dan diketik 

menggunakan mesin ketik. Pengerjaan dengan cara manual sering 

terjadi kesalahan penulisan karena pencetakan menggunakan mesin 

ketik tidak dapat dikoreksi terlebih dahulu. Kesalahan tersebut diatasi 

dengan pencoretan dan pengetikan ulang sesuai data yang benar. 

Pelaksanaan layanan HT yang dinilai baik tentunya mencerminkan 

kepuasaan masyarakat sebagai penerima layanan. Nyatanya, penerima 

layanan merasa belum puas terhadap layanan HT di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten karena pengerjaan dengan aplikasi KKP 

harusnya dapat menghemat waktu dan meminimalisir kesalahan. 

Waktu pengerjaan pendaftaran HT yaitu 7 (tujuh) hari kerja meskipun 

pengerjaan dengan aplikasi KKP seringkali selesai lebih dari waktu 

yang ditentukan. Penyebab keterlambatan penyelesaian pendaftaran 

HT adalah terdapat berkas pendaftaran yang terselip dan kesalahan 

petugas saat input data seperti tanggal lahir pemohon. 

Keluhan Pelayanan di Kantor Pertanahan Kementerian 

ATR/BPN menyusun langkah strategis yang tertuang pada rencana 

strategis (restra) tahun 2020-2024 agar Kantor Pertanahan dapat 

bekerja secara terarah dan jelas. Secara garis besar, salah satu langkah 

strategis adalah mewujudkan kantor layanan modern. Menurut Surya 

Tjandra selaku Wakil Menteri ATR/BPN, restra dapat membantu 

menentukan alur kerja antara pekerjaan utama dan aktifitas 

pendukungnya karena tertatanya target dan tujuan pada organisasi. 

Kementerian ATR/BPN mewujudkan institusi yang maju dan 

berkembang secara teknologi, maka  pelayanan pertanahan diubah dari 

berbasis manual menjadi berbasis digital. Perkembangan zaman yang 
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semakin maju menjadikan teknologi banyak dimanfaatkan. 

Pemanfaatan teknologi digunakan sebagai solusi untuk meningkatkan 

pelayanan menjadi lebih modern, cepat, transparan, efektif, dan efisien 

yang tentunya menjunjung kuantitas dan kualitas data. 

Kementerian ATR/BPN terus berupaya mewujudkan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan 

terciptanya program modernisasi layanan yaitu Layanan Pertanahan 

Terintegrasi Secara Elektronik, salah satunya adalah Layanan Hak 

Tanggungan (HT-el). Salah satu manfaat diterbitkannya layanan HT-

el adalah pengurusan sertipikat Hak Tanggungan dapat dilaksanakan 

lebih cepat dan praktis daripada pengurusan Hak Tanggungan 

Konvensional. Kementerian ATR/BPN juga bertugas secara maksimal 

menjamin pelaksanaan kebijakan HT-el telah sesuai standar prosedur 

yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegritas Secara 

Elektronik. Berdasarkan peraturan tersebut, kemudian diterbitkan 

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Pelayanan Hak 

Tanggungan Secara Elektronik mulai tanggal 8 Juni 2020 wajib 

diterapkan oleh seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Republik 

Indonesia. 

Menurut Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 

termuat 3 (tiga) komponen dalam proses Layanan HT-el yaitu 

Kementerian ATR/BPN sebagai penyelenggaran, Kantor Pertanahan 

sebagai pelaksanaan, PPAT, dan Kreditor atau pihak lain ditetapkan 

oleh Kementerian ATR/BPN sebagai pengguna. Pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN ini, membutuhkan 

kerjasama dan dukungan dari mitra yang terkait dengan Kementerian 

ATR/BPN. Bentuk kerjasama antara Kantor Pertanahan dengan mitra 

terkait diwujudkan dengan menyediakan sistem layanan berbasis 

online yang dapat diakses oleh pengguna Layanan HT-el (PPAT dan 
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Kreditor) (Gunarta, 2020). Sehingga dalam proses layanan tidak 

diperlukan interaksi secara langsung/tatap muka. 

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Gunarta (2020) 

dengan judul Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 

Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, menyebutkan 

bahwa Layanan HT-el dilaksanakan sepenuhnya secara online. Namun 

pada pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung 

mengalami beberapa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah 

terbitnya Sertipikat HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan. Selain 

itu, terdapat berkas yang ditutup secara otomatis oleh sistem akibat 

lambatnya respon pengguna layanan karena dokumen yang diunggah 

terdapat kesalahan. Kualitas Layanan HT-el diukur menggunakan 

Metode e-Govqual dengan hasil sangat baik berdasarkan tanggapan 

positif sesuai parameter yang telah ditentukan yaitu End of Use 

(Kemudahan), Trust (Kepercayaan), Reability (Keunggulan), Content 

and Appreance of Informatif (Konten dan Tampilan Informasi), 

Functionality of the Interaction Enviroment (Fungsionalitas dan 

Interaksi). Meskipun pada salah satu parameter yaitu Citizen Support 

(Dukungan) terdapat keluahan dari Pihak Kreditor karena kesulitan 

terkait mekanisme pengembalian dana akibat berkas yang ditutup 

secara otomatis oleh sistem. 

Selain di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, layanan HT-el 

juga dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sejak 

bulan Januari 2020. Sosialisasi terkait layanan HT-el dengan sistem 

yang baru sudah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten. Pelaksanaan layanan HT-e harus didukung oleh fasilitas dan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadahi. Perlu diketahui bahwa 

kualitas data elektronik, fasilitas dan SDM untuk proses layanan HT-e 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah memadai namun dalam 

pelaksanaanya dirasa belum maksimal karena masih mengalami 
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berbagai kendala. Kendala tersebut adalah kesalahan prosedur dan 

human error.  

Pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten diharapkan dapat memperbaiki citra pelayanan pertanahan di 

mata masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Efektivitas Layanan Hak Tanggungan 

Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten”. 

 

I. 2 Rumusan Masalah 

Upaya Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan modernisasi 

pelayanan masyarakat, melalui salah satu Kantor Pertanahan yaitu 

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengesahkan layanan HT-el 

untuk mempermudah mitra Kementerian ATR/BPN (PPAT dan 

Kreditor) dalam memperoleh pelayanan tanpa tatap muka/online. 

Terlepas dari keunggulan layanan HT-el setelah diimplementasikan 

bahwa sistem ini masih belum memberikan hasil yang maksimal, 

karena para pengguna layanan HT-el sangat bergantung pada 

tersedianya jaringan yang harus stabil. Kemudian, banyaknya 

pengguna jaringan internet saat jam operasional kantor akibat 

banyaknya jumlah permohonan pada setiap layanan pertanahan. Selain 

itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menerbitkan sertipikat HT 

tanpa melalui proses pemeriksaan oleh petugas. Kejadian tersebut 

merupakan akibat dari human error karena kurang cermatnya petugas 

dalam pelayanan. Kemudian terdapat berkas yang ditutup akibat 

terdapat kesalahan prosedur yaitu dokumen yang diunggah sulit 

terbaca namun pengguna layanan lamban dalam merespon untuk 

melakukan perbaikan. Oleh karena itu, Layanan HT-el di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten mengalami beberapa kendala dan 

kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan 

pelayanan publik dalam hal ini HT-el, dibutuhkan kesiapan dan 
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dukungan dari berbagai pihak yaitu PPAT dan Kreditor. Pelaksanaan 

layanan HT-el perlu dimaksimalkan sehingga dapat memperbaiki citra 

layanan Kementerian ATR/BPN dan menciptakan kepuasan penerima 

layanan. 

Berdasarkan persoalan pokok di atas, peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan untuk menjelaskan permasalahan utama, antara 

lain: 

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan layanan HT-el di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan 

layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?  

I. 3 Tujuan dan Manfaat 

I.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengetahui efektivitas pelaksanaan Layanan HT-el serta 

faktor pendukung dan penghambat Layanan HT-el di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Klaten. Hal tersebut sebagai langkah untuk 

memaksimalkan layanan dan pelayanan prima sehingga 

menciptakan kepuasan masyarakat. 

I.3.2 Manfaat penelitian  

a. Bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten, penelitian ini diharapkan menjadi gambaran 

tentang efektifnya layanan HT-el dan faktor pendukung serta 

faktor penghambat sehingga dapat digunakan sebagai rujukan 

dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk melaksanakan 

evaluasi terhadap pelayanan publik.  

b. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan di bidang layanan pertanahan khususnya pelaksanaan 

layanan HT-el. Selain itu, bagi peneliti yang lainnya, dapat 

menjadikan sebagai referensi terkait studi pelayanan publik. 

c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu yang ada di lingkungan civitas STPN. Adanya 
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penelitian ini dapat menjadi referensi menambah keilmuan 

yang berkaitan tentang pemanfaatan teknologi yang dapat 

digunakan pada sektor apapun, termasuk dalam sektor 

pendidikan. 

I.4 Keaslian Penelitian 

Suriyani dan Ardianor (2017) melakukan penelitian terkait 

efektivitas pelayanan e-KTP pada Kantor Kecamatan yang berjudul 

“Efektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(KTP-el) di Kantor Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. 

Pengukuran efektivitas layanan menggunakan teori Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 163 Tahun 2003. Hasilnya 

diketahui bahwa prosedur sederhana, persyaratan pembuatan cukup 

baik, waktu pembuatan tidak dapat dipastikan akibat kendala teknis, 

akurasi petugas dalam memberikan layanan kurang aktif, keamanan 

sudah baik, masyarakat merasa mudah dalam layanan, fasilitas belum 

efektif, kedisiplilan, kesopanan, keramahan cukup efektif, dan kantor 

yang nyaman. 

Sikone, dkk. (2019) melakukan penelitian terkait efektivitas 

pelayanan publik online pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang 

berjudul “Efektivitas pelayanan publik online pada Badan Pendapatan 

dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan”. Hasilnya diketahui bahwa pelayanan online telah 

efektif namun terdapat hambatan ialah gangguan jaringan internet, 

pemadaman aliran listrik, keterbatasan alat vendor, terbatasnya jam 

pelayanan, loket pendaftaran dan loket penyerahan hanya satu dan 

belum sosialisasi tentang persyaratan pembayaran pajak kepada 

masyarakat. 

Wulandari, dkk. (2020) melakukan penelitian terkait efektivitas 

program  layanan berbasis e-government di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang berjudul “Efektivitas Inovasi Program Pelayanan 

Publik Berbasis E-Government di Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatam Sipil Kabupaten Gresik”. Hasilnya diketahui bahwa 

program layanan sudah menghasilkan layanan yang efektif dengan 

dukungan sosialisasi melalui media, dan kerjasama dari berbagai pihak, 

dan SDM yang memadai. Namun dalam pelaksanaanya terdapat 

hambatan yaitu kurangnya sosialisasi secara tatap muka, jaringan 

internet yang kurang memadai. 

Andiyanto (2020) melakukan penelitian yang berjudul 

“Evaluasi==Pelayanan Hak---Tanggungan Terintegrasi ==Secara 

Elektronik Studi Di Kantor Pertanahan…Kota Pekanbaru”. Membahas 

pelaksanaan pendaftaran HT-el di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 

yang perlu dievaluasi pelaksanaannya karena banyak pemasalahan 

terkait prosedur yang tidak sesuai dengan Juknis HT-el di antaranya 

berkas yang ditangguhkan dan ditutup serta penerbitan sertipikat HT-el 

tanpa diperiksa oleh Kantor Pertanahan. Selain itu adapun hambatan 

dalam pendaftaran HT-el yaitu kurangnya fasilitas pilihan peringkat dan  

pilihan setipikat lebih dari satu. Diketahui bahwa kebijakan dari Kantor 

Pertanahan Kota Pekanbaru hanya dapat mengakomodir permasalahan 

dan hambatan yang dialami pihak Kantor Pertanahan saja belum 

menyentuh permasalahan dan hambatan dari PPAT dan kreditor. 

Sara Exaudia Tahun (2020) melakukan penelitian yang berjudul 

“Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan=Terintegrasi 

Secara=Elektronik=Di=Kantor Pertanahan Kota=Batam”. Membahas 

pelaksanaan HT-el di Kantor Pertanahan Kota Batam yang diketahui 

telah sesuai dengan mekanisme dalam Permen ATR/BPN Nomor 5 

Tahun 2020, namun masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya meliputi gangguan pada sistem HT-el yang 

diselesaikan melalui refresh secara berkala, debitor dengan pinjaman 

yang berbeda belum terakomodir oleh sistem yang diupayakan dengan 

masih diterimanya pelayanan secara konvensional, kesalahan peringkat 

yang diselesaikan melalui validasi ulang data sesuai buku tanah HT-el 

serta pembatalan berkas karena tidak sesuai ketentuan yang diupayakan 
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penyelesaiannya dengan pembangunan komitmen antara PPAT dan 

kreditor agar lebih proaktif dalam pelaksanaan layanan HT-el.  

Berdasarkan uraian dari penelitian terdahulu yang serupa di atas, 

kebaruan dari penelitian ini terdapat pada objek, subjek, dan lokasi 

penelitian. Penelitian ini fokus pada efektivitas Layanan HT-el, faktor 

pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanan Layanan 

HT-el atas permasalahan yang terindikasi dapat mengakibatkan 

menurunnya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakt tidak 

terwujud. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI. 1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai beriku: 

1. Pelaksanaan layanan HT-el berorientasi pada pengguna layanan 

yang dijelaskan dengan menggunakan 5 (lima) dimensi dari teori 

Zeithaml dkk 1990. Parameter tersebut menjelaskan bahwa 

efektivitas layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 

memperoleh respon yang baik. Hal ini dibuktikan dengan 

tanggapan yang baik pada parameter Tangibles (wujud), Reliability 

(kehandalan), Responsiviness (kecepatan menanggapi), Assurance 

(jaminan), dan Emphaty (kesediaan memahami). Meskipun terdapat 

beberapa keluhan terkait pelaksanaan namun pada pelaksanaanya 

hak tersebut tidak mengganggu proses layanan  HT-el selanjutnya. 

Respon baik dari pengguna layanan terhadap pelaksanaan Layanan 

HT-el sebagai bentuk bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 

telah menerapkan pelayanan prima sehingga terciptanya kepuasan 

masyarakat sebagai penerima layanan. Hal tersebut menjadi 

sumbangsi merubah citra negatif pada layanan Kantor Pertanahan. 

2. Pelaksanaan Layanan Ht-el di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Klaten terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor 

pendukung pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Klaten adalah meningkatkan kualitas data elektronik, 

komitmen pengguna Layanan (mitra kerja ATR/BPN) dalam 

menjamin kebenaran data yang diunggah pada sistem, kegiatan 

sosialisasi yang berkualitas dan koordinasi antara pengguna 

layanan dengan petugas layanan. Adapun faktor penghambat 

pelaksanaan layanan HT-el di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 
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adalah sarana dan prasarana yang tergolong sudah lengkap namun 

berfungsi kurang maksimal seperti jaringan internet yang tidak 

stabil saat jam operasional kantor, gangguan sistem yang 

mengakibatkan website tidak dapat diakses, proses scan dokumen 

membutuhkan waktu yang lama karena harus presisi sehingga 

mudah terbaca. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang 

dinilai sudah mencukupi namun terdapat petugas yang kurang 

menguasai persoalan terkait kendala yang dialami oleh pengguna 

layanan. Akibatnya pekerjaan tertunda dan tentunya akan 

berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaa. 

VI.2 SARAN 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten perlu melakukan monitoring 

secara berkala dan pemeriksaan dokumen dilakukan dengan teliti. 

Selain itu, sistem server harus diperkuat agar tidak terjadi gangguan 

sistem atau error teutama saat jam operasional kantor. 

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten perlu melakukan 

penambahan jumlah petugas layanan HT-el, mengingat 

permohonan HT-el terbilang tinggi yaitu 70 s/d 100 berkas per hari. 

Perlu diberikan pelatihan kepada petugas layanan yang kurang 

mumpuni terkait pelayanan HT-el. 
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